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Abstrak  

Penelitian yang dilakukan pada saat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
kebijakan pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Sungai Geringging, 
Kecamatan Kampar Kiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan deskripti,f dengan teknik wawancara serta observasi,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
meskipun Siskeudes telah digunakan sejak 2023, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan 
SDM, minimnya infrastruktur, rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan, serta ketidaktegasan 
struktur organisasi. Hambatan tersebut menyebabkan keterlambatan pelaporan dan belum optimalnya 
transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 

Kata Kunci: Implementasi, Siskeudes, Transparansi, Akuntabilitas, Keuangan Desa 
 
 
 
 

Abstract 

This study aims to examine the implementation of village financial management policy through the use of the 
Siskeudes application in Sungai Geringging Village, Kampar Kiri District. The research employed a qualitative 
method with a descriptive approach, using interview and observation techniques. The findings indicate that 
although Siskeudes has been used since 2023, its implementation is still constrained by limited human resources, 
inadequate infrastructure, low digital literacy, weak supervision, and the absence of a firm organizational 
structure. These obstacles have led to delays in financial reporting and have hindered the achievement of optimal 
transparency and accountability in village financial management. 

Keywords: : Implementation, Siskeudes, Transparency, Accountability, Village Finance
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PENDAHULUAN 
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa merupakan 

pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terlebih setelah 

disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah melalui 

BPKP dan Kementerian Dalam Negeri memperkenalkan aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes) sebagai instrumen digital untuk merencanakan, menatausahakan, dan 

melaporkan keuangan desa secara terstandar dan elektronik. Regulasi seperti 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan SE Mendagri No. 143/2022 bahkan mewajibkan 

penggunaan aplikasi ini di seluruh desa di Indonesia. Namun dalam praktiknya, 

implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan secara optimal. 

Di Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, sistem 

pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2023. 

Namun, implementasinya masih belum optimal. Proses pelaporan sering mengalami 

keterlambatan, dan penggunaan aplikasi masih terbatas pada input dasar. Sebagian 

perangkat desa masih mengalami kendala dalam pengoperasian teknis, sementara 

dukungan infrastruktur seperti komputer dan jaringan internet belum memadai. Hal ini 

menyebabkan proses pengelolaan keuangan belum sepenuhnya terdokumentasi secara 

digital, serta pengawasan belum berjalan efektif. Permasalahan yang dihadapi meliputi 

keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, rendahnya literasi digital, minimnya 

infrastruktur, lemahnya pembinaan dari pemerintah daerah, dan belum tegaknya struktur 

kelembagaan secara internal. Kendala-kendala tersebut menimbulkan risiko menurunnya 

kualitas akuntabilitas dan keterbukaan informasi, serta menghambat ketepatan waktu 

dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. 

Dalam studi kepustakaan, Edward III (2025) menyatakan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan ditentukan oleh empat dimensi: komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, Grindle (1980) menekankan bahwa 

keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh substansi kebijakan, konteks pelaksanaan, 

dan hasil kebijakan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menelaah efektivitas 

penggunaan Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas (Saputra et al., 2025; Dedi 

Saputra, 2022), namun kebanyakan fokus pada desa-desa yang telah 

mengimplementasikannya secara menyeluruh. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan 

tersebut dengan fokus pada desa yang baru menerapkan sistem, namun masih 

menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor yang menghambat efektivitas 

implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam mendorong transparansi dan 

akuntabilitas di Desa Sungai Geringging. Penelitian ini ditujukan bagi akademisi, aparatur 

desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta pemangku kepentingan 

kebijakan lainnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan interpretatif, yang bertujuan menangkap makna dan pengalaman para 

pelaksana kebijakan secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada konteksnya: berfokus pada desa yang 
telah menggunakan aplikasi digital pengelolaan keuangan, namun implementasinya 
belum berjalan secara menyeluruh dan optimal. Penelitian ini tidak hanya membahas 
aspek teknis, tetapi juga menyelidiki dimensi kebijakan, kelembagaan, dan sosial yang 
memengaruhi keberhasilan implementasi Siskeudes di tingkat desa. 
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METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma 

interpretatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi 

kebijakan pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar 

Kiri, Kabupaten Kampar. Pendekatan ini dipilih karena dapat menangkap realitas sosial, 

persepsi, serta kendala faktual dari pelaksana kebijakan di tingkat desa. 

Strategi pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi 

langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tujuh informan yang 

dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, 

Bendahara Desa, Ketua BPD, staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), 

serta dua tokoh masyarakat. Informan dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam 

pengelolaan keuangan desa atau pengawasan pelaksanaannya. 

Karakteristik informan berasal dari latar belakang birokrasi desa dan masyarakat 

lokal, dengan tingkat literasi digital yang beragam. Budaya masyarakat cenderung 

kolektif dan sentralistik, di mana keputusan kepala desa memiliki pengaruh dominan 

terhadap tata kelola. Hal ini menjadi konteks penting yang memengaruhi proses 

implementasi kebijakan, termasuk dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes). 

Data dikumpulkan selama periode April hingga Juli 2025 di Desa Sungai 

Geringging. Bentuk data yang dihimpun meliputi transkrip hasil wawancara, catatan 

lapangan dari observasi, serta dokumen-dokumen administratif seperti APBDes, laporan 

pertanggungjawaban, dan surat edaran resmi dari pemerintah daerah. 

Analisis data dilakukan secara tematik dengan tahapan: (1) reduksi data untuk 
menyaring informasi penting, (2) kategorisasi temuan berdasarkan dimensi implementasi 
kebijakan menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, 
dan struktur birokrasi, (3) triangulasi antar sumber data untuk memastikan validitas, dan 
(4) interpretasi mendalam terhadap tema-tema yang muncul untuk menjawab fokus 
penelitian. Pendekatan ini dipilih agar analisis dapat menjelaskan secara menyeluruh 
faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan keuangan desa secara kontekstual. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan keuangan desa dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di Desa 

Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Evaluasi dilakukan 

berdasarkan tiga indikator utama yang dikembangkan oleh Grindle (1980), yaitu: 

substansi kebijakan (content of policy), konteks pelaksanaan (context of implementation), 

dan hasil kebijakan (outcome). 

1. Substansi Kebijakan (Content of Policy) 

Substansi kebijakan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam 

Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mendagri No. 143/2022 mewajibkan 

desa untuk menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam seluruh proses 

keuangan. Namun, di Desa Sungai Geringging kebijakan ini belum diimplementasikan 

secara optimal. Desa masih menggunakan sistem manual berbasis Microsoft Excel dan 

Word dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa substansi 

kebijakan belum terinternalisasi secara menyeluruh pada tingkat pelaksana. Padahal, 

aplikasi tersebut bertujuan sebagai standar akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

dana desa. 
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Tabel.1.  
Substansi Kebijakan di Desa Sungai Geringging 

Komponen Realitas di Lapangan Status 

Penggunaan Siskeudes Sudah digunakan dalam pengelolaan 
rutin tetapi mengalamai keterlambatan 
pengimputan 

Tidak 
Optimal 

Format pelaporan Sudah Menggunakan Siskundes Sudah 
Sesuai 

Pemahaman regulasi Rendah Perlu 
pelatihan 

Pembaruan struktur kebijakan Belum ada sejak Kades baru Tidak 
optimal 

Sumber : Olahan Data Lapangan,2025 

Data dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa substansi kebijakan pada dasarnya telah 

dikenal oleh perangkat desa melalui penggunaan aplikasi Siskeudes. Namun, 

pelaksanaannya belum berjalan maksimal. Terlihat dari keterlambatan pengimputan 

data dan masih rendahnya pemahaman terhadap regulasi teknis. Format pelaporan 

memang sudah menggunakan Siskeudes, tetapi hanya sebatas formalitas input tanpa 

optimalisasi fungsi. Selain itu, tidak adanya pembaruan struktur kebijakan internal desa 

sejak pergantian kepala desa menunjukkan lemahnya adaptasi terhadap kebijakan baru. 

Hal ini mengindikasikan bahwa substansi kebijakan belum sepenuhnya diinternalisasi 

sebagai pedoman kerja yang konkret. 

2. Konteks Pelaksanaan (Context of Implementation) 

Pelaksanaan kebijakan di lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, 

seperti sumber daya manusia, infrastruktur, serta pembinaan teknis. Data menunjukkan 

bahwa hanya satu dari lima perangkat utama yang pernah mengikuti pelatihan 

penggunaan aplikasi Siskeudes, sedangkan lainnya belum memiliki kompetensi teknis 

yang memadai. Selain itu, komputer yang tersedia hanya satu unit dan berspesifikasi 

rendah, sementara jaringan internet sangat terbatas. Keterbatasan ini menghambat 

proses pelaporan, penyusunan APBDes, hingga pertanggungjawaban keuangan. Supervisi 

dari kecamatan dan Dinas PMD pun masih bersifat administratif dan tidak dilakukan 

secara rutin. 

Tabel 2.  
Kendala Kontekstual Pelaksanaan Kebijakan 

Aspek Konteks Kondisi Nyata Dampak Utama 

SDM terlatih 2 orang dari 15 perangkat Ketergantungan tinggi 

Komputer 2 unit, spesifikasi rendah Aplikasi tidak berjalan 

Internet Lemah Tidak bisa sinkronisasi 

Supervisi eksternal Minim, tidak regular Tidak ada bimbingan 
teknis 

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2025 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa konteks pelaksanaan belum memadai untuk 

menunjang kebijakan yang telah ditetapkan. Jumlah perangkat desa yang terlatih masih 

sangat minim, sehingga operasionalisasi aplikasi tergantung pada individu tertentu. 

Sarana pendukung seperti komputer jumlahnya terbatas dan tidak memadai secara 
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teknis. Jaringan internet yang lemah membuat proses sinkronisasi data ke pusat menjadi 

terhambat. Lebih lanjut, pembinaan dari instansi eksternal seperti Dinas PMD belum 

berjalan rutin, sehingga pelaksana di lapangan tidak mendapatkan bimbingan atau 

evaluasi berkala. Keseluruhan kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan pelaksanaan 

kebijakan belum mendukung penerapan kebijakan secara efektif. 

3. Hasil Kebijakan (Outcome) 

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa di Desa Sungai Geringging 

telah menunjukkan perkembangan positif, salah satunya dengan mulai digunakannya 

aplikasi Siskeudes dalam proses administrasi keuangan. Penggunaan aplikasi ini 

merupakan langkah awal menuju tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. 

Namun, implementasinya masih belum berjalan secara optimal. Proses pelaporan 

keuangan masih mengalami keterlambatan akibat keterbatasan sumber daya manusia 

yang memahami teknis penggunaan aplikasi, serta kendala sarana seperti komputer 

berspesifikasi rendah dan jaringan internet yang tidak stabil. Meskipun aplikasi sudah 

digunakan, pencatatan dan dokumentasi beberapa pengeluaran masih belum 

sepenuhnya terdigitalisasi secara sistematis. 

Dari sisi keterbukaan informasi, pemerintah desa telah melakukan upaya 

transparansi dengan menampilkan informasi APBDes melalui baliho yang dipasang di 

depan kantor desa. Namun, informasi yang ditampilkan masih terbatas pada rincian umum 

dan belum diperbarui secara berkala. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses 

pengawasan belum sepenuhnya berjalan efektif dan masih bersifat formalitas, seperti 

hanya hadir dalam musyawarah desa tanpa keterlibatan dalam evaluasi dan kontrol 

keuangan secara aktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun 

penggunaan aplikasi dan upaya publikasi informasi sudah dilakukan, hasil kebijakan 

belum sepenuhnya mencapai tujuan ideal dari kebijakan pengelolaan keuangan desa, 

yaitu mewujudkan sistem yang transparan, akuntabel, dan partisipatif secara 

berkelanjutan. 

SIMPULAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan keuangan desa dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di Desa 
Sungai Geringging. Berdasarkan tiga indikator teori Grindle (1980)—substansi 
kebijakan, konteks pelaksanaan, dan hasil kebijakan—dapat disimpulkan bahwa 
implementasi belum berjalan secara optimal. Secara substansi, kebijakan penggunaan 
aplikasi Siskeudes telah dikenal dan mulai dijalankan oleh perangkat desa, namun belum 
sepenuhnya terinternalisasi dalam mekanisme kerja harian. Dari sisi konteks pelaksanaan, 
hambatan berupa keterbatasan SDM, sarana prasarana yang tidak memadai, serta 
lemahnya pendampingan teknis dari pihak eksternal masih menjadi kendala utama. 
Sementara itu, dari sisi hasil kebijakan, penggunaan aplikasi dan publikasi informasi 
melalui baliho telah menunjukkan upaya menuju transparansi, namun masih bersifat 
terbatas dan belum sepenuhnya partisipatif atau akuntabel. 
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